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KATA PENGAITITAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang

telah melimpahkan kasihNya sehinSga penwsunan Rencana Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon 2015-2019 dapat diselesaikan

dengan baik.

Rencana Stmtegis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota

TomohonTahun 201'2018 merupakan pedoman selama lima tahun ke

depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi

pemilihan Umum Kota Tomohon, yang disusun dengan

mempertimbantkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang

menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang

dihadapi Komisi pemilihan Umum Kota Tomohon. Renstra dirumuskan

untuk menjadi arahan bagi KPU Kota Tomohon dalam upaya mencapai

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua

staf XPU Kota Tomohon dapat melaksanakannya secara akuntabel dan

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam

mewuiudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tornohon sebagai lembaga

penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Tomohon, Februari 2016
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Menimbang

Irlengingat

KO il ISI PEil ILI HAI{ U l.l U l,l
KOTA TOMOHOl{

KEPUTUSAII
KETUA KOltlSI PEMIUHA]| UMUI.|

KOIA TOItOHOil
NOMOR : 0r1 /Kpts/KPU-Tmh-OZr./S363O2 | 2OL6

TElITATIG
REI{CAIIA STRATEGIS l(OilIs;I PEMIUHAN UHUl.t

KOTATOHOHoil rAHUil 20tT19 _

XETUA KOHISI PEIIILIHAI{ UMUM KOTATOI,IOHOT{
: a. bahwa dalam rangka me.wu-iudkan penvelengoaraan pemilihan

Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas,
demokrats, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak,
diperlukan penguatan kelem@aan Komisi pemilihan Umum
sebagai lembaga penyelenggara pemilihan Umum yang b€rsifat
nasinnel, tptin, rlan manaliri-

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan
Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, sefta kelembagaan Komisi
Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perenctnaan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tenr3ng Sisr-enn peEncanaan pembangunan Nasiona!
yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan
oleh Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d.imaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepdusan Kornisi
Pennilih3n Unnum tenEng p€nena StEtegis Kcmisi pemilihin
Umum Tahun 2015-2019;

1. Undang-Undang Norpr 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indcnc5tc ..,ahun 2004 l,lomc!. 104, T3mboh3n Lcrnb3Bn llege!.e
Republik Indonesia Nomor 472I);

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan
Pemilihan umum (Lembar Negara Tahun 2011 Nomoa 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S2zl5 );

3. Peiatuian P,'csidcn llon:oi 2 Tahun 201.5 tcntang R€ncana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-20lglLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 );4. Peraturan Komig Pernilihan Umum Nomor 05 Tahun 2fi)g tentang
Tata Keria Komig Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum
o,.!:!..! J-- i.::t:!-.- t -t..--.--,t.-._rruyllrJr, rroln\rI I llrr rc,iaaailiota i.j rijm naDijpareii, ho-..a
sebagainnna diubah terakhir dengan peraturan Komisi pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Perafuran Komisi pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008;



ilem gerhati ka n :

Uenetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KEEMPAT

KEENAM

Tembusan:
1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi SuLUTdi Manado
3. AEip

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM TENTANG RENCANA
STRATEGIS KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA TOMOHON TAHUN
2015
Menetapkan Rencana S0ategis Komisi pemilihan Umum Kota
Tomohon Tahun 2015-2019;
Rencana SEategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun
2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU adalah
dokumen perrencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5
(lima) tahun teriitung sejak tahun 2015-2019;
Ren@na Strategis Komisi pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun
2015-2019 sebagaimana dimakud dalam Diktum KEDUA, meliputi
uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi
Pemilihan Umum.
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun
2015-2019 sebagaimana dimakud dalam Diktum KESATU disusun
sebagai acuan:
l. Penyusunan Rencana Kerja Komisi pemilihan Umum Kota

Tomohon;
2. Penyusunan dan koordinasi rencana progranykegiatan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum provinsi Sulawesi
Utara, Komisi Pernilihan Umum Kota Tornohon, dan pemangku
kepentingan lainnya;

3. Pengintegrasian, sinkonisasi, dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, p€laksanaan dan pengawasan program/kegiatan
lingkup Komisi pemilihan Umum; dan

4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efuKif, berkeadilan dan
berkelanjutan .

Rencana strategis Komisi pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun
2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian Udak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum RI Nomor
L747lSJIml20l5 Tanggal 16 Desember 2015, perihal
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi pemilihan

Umum.

I"IEMUTUS]61{:

Ditetapkan di Tomohon
tanggal , Februari 2016
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BAB I

PEI{DAHUTUAX

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka yang

dimaksud dengan perenconoan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yant tepa! melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pen8ertian

strotegi adalah langkah-langkah yang berisikan programgrogram indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis kementerian/lembaga

berisi visi, misi, tuiuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan

bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga konstitusional

independen yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal.

Eerbagai tantangan dan permasalahan baikyangdatangdari internal maupun

ektemal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan

politik, ekonomi, soslal dan budaya masyarakat.

Oleh karena itu, tantangan dan permasalahan dijawab secara strategis

melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan

potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan

lingkungan stratetis organisasi dan akhimya menetapkan apa yang hendak

dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima)tahun ke depan.

Dalam menyusun Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Kota

Tomohon mengac! pada Renstra Komisi pemilihan Umum Republik lndonesia

yan8 tertuang dalam Xeputusan KpU Nomor: 63/Kpts/Kpu/fahun 2015

tentang Rencana Strategis Kornisi pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

Renstra KPU Rl sendiri disusun berpedoman pada Rencana pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan Rencana pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015 - 2019 yang Sesuai dengan peraturan dan

Penelaahan Renstra Vt 2015 - 2019.

Teknis penyusunan Renstra KpU Kota Tomohon mengacu pada

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas l(inerja Komisi pemilihan Umum

sebagaimana lampiran 1 Surat Edaran KpU Nomor l747lSJlXlll2of5 tanggal

16 Desember 2015 tentang pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja XpU.

R.ntoho jot,tgb XPL| Xoao fofiohoa totun mt,-20t9 r



Untuk pelaksanaan kegiatan penpsunan Rennrir, KpU Kota Tomohon

membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Renstra.

Beberapa arahan penyusunan Renstra sesuai Surat Edaran KpU

Nomor 1747SJ[Xll/2015 adalah:

- Msi disamakan dengan visi Renstra KpU Rl;

- Misi diperoleh dari Renstra KpU Rl dan disesuaikan dengan tugas dan

fun8si KPU Kabupaten/kota;

- Tujuan dan sasaran strategis diperoleh dari Renstra KpU Rl dan

disesuaikan dengan tugas dan fungsi KpU Kabupaten/Xota, dimana

dijadikan dasar untuk menetapkan tndikator Kineria Utama (lKU)

Renstra Satker KpU Kabupaten/Kota;

- Arah kebijakan disusun untuk mencapai sasaran strategis. Strategi

impelemtasi kebijakan dirumuskan dengan mempertimbangkan

faktor budaya KpU Kdbupaten/Kota masing-masin&

- Program dan kegiatan disamakan dengan Renstra KpU Rl dan

disesuaikan dengan tupoksi l(pu Kabupaten/Kotai

- Target l(nerja dan pendanaan diperoleh dari Renstra KpU Rl

disesuaikan dengan tupoki KpU (abupaten/Kota.

1.1. t(OilDtst UMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu)

merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokasi. Hal ini

bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur

tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya lndonesia

telah berhasil menyelenggarakan pemilu nasional sebanyak 11 (sebelas)

kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Sementara

itu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubemur

Sulawesi Utara secara langsung telah dilaksanakan sebanyak 3 (tigal kali yaitu

Tahun 2005, 2010 dan 2015, Untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala

Daerah walikota dan Wakil Walikota Tomohon secara langsung telah

dilakanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Tahun 2010 dan 2015.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KpU memiliki tugas dan

fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undant-UndanS Nomor 15 Tahun

20U tentang Penyelenggara pemilu. peraturan ini merupakan peraturan

pengganti dari Undang- Undang lrtomor 22 Tahun 2@7 yang seiatinya

mengalami penyempumaan dalam konsep birokratiq terutama pada

konsep kemandirian penyelenggara pemilu, penyempumaan aturan

la'. no Sn!,.I!rE fPU roar fonnhoa ldun NEXng 2



tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi pemilihan Umum merupakan

lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutionol

impoftonce) dan nrcmiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan

mandiridalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsun& umum,

bebas, rahasia,,iujur dan adil. Sifat sebagai lembaga yang.tetap" secara

hirarkis diatur sampai ke tingkat KpU Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya

KPU Kota Tomohon.

KPU Kota Tomohon sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu, dalam menyelenggarakan pemilu berkomitmen dan

berpedoman pada azas mandiri, juiur, adil, tertib dalam menyelenggarakan

Pemilu, terbuka, professional, efisien dan efektif mengingat tugas KpU Kota

Tomohon adalah menyelenggarakan pemilu di wilayah Kota Tomohon.

Berdasar&an ketentuan pasal 42 ayat (1) peraturan Komisi pemilihan Umum

Nomor 05 Tahun 2fits tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan KpU

Nomor 01 Tahun 2010, maka (pU Kota Tomohon sebagaimana halnya KpU

Kabupaten/Kota yang lain, merupakan bagian dari Komisi pemilihan Umum

Republik lndonesia (KPU Rt) dan merupakan penyelenggara pemilu di Xota

Tomohon. Xetentuan ini mengandung pemahaman bahwa KpU Kota

Tomohon sebagai bagian integral institusi KpU yang bersifat nasional, tetap
dan mandiri, merupakan pihak yang bertanggungiawab terhadap

pelaksanaan Pemilu di wilayah Xota Tomohon.

Peran strategis Komisi pemilihan Umum tercermin dalam uraian

tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi pemilihan Umum

hingga ke tingkat Xabupaten/Kota. Uraian tugas dan fungsi serta kewajiban

tersebut terkait dengan penyelenggaraan pemilu Legislatif (DpR, DpD dan

DPRD), Pemilu Presiden dan Wakal presiden serta pemilihan Xepala Daerah

(Gubemur dan Wakil 6ubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil

Walikota).

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-

undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, tugas dan

wewenang KPU Kota Tomohon dalam penyelenggaraan pemilu Anggota

Dewan Penrakilan Rakyat, Dewan peruakilan Daerah, dan Dewan penrakilan

Rakyat Daerah meliputi:

Rcncoaa SnoGgt XAt Xoaotot ,,.ttDo tdlw mls X)rg 3



o. Menjoborkon Nogrom dan meloksonokon oggoron serto menetopkon

jodwol di Koto Tomohon;

b. Meloksonokon semuo tohopon penyelenggoroon di Koto fomohon

be rdosotkon ketentuon Wrotwon perundong-undangon;

c. Membentuk PPK, PPS, don KppS dolom witoyoh Koto Tomohon;

d. Mengkoordinoikon don mengendolikon tohapon penyelenggoroon

oleh PPK PPS, don KppS dolom Kota Tomohon;

e. Menyompaikon doftor pemilih kepodo KplJ provinsiSuloweri Utoto;

f, Memutokhirkon doto pemilih berdosorkon doto keryodudukan yong

disiopkan don diserohkon oleh pemerintoh dengon memperhotikon

doto pemilu don/otou pemilihon Gubernur, don gupoti terokhir don

menetopkonnyo sebogoi doftor pemitih;

g. Menetopkon don mengumumkon hosil rckopitutosi penghitungon

suoro Pemilu Anggoto Dewon perwokilon Rokyot Doeroh Koto

Tomohon berdosorkon hosil rekopitulosi penghitungon suoro di
tingkot PPK dengon membuot berito ocoro rekopitutosi suoto don

se rtili kot re kopitulosi suo ro ;
h. Melakukon don mengumumkon rekopitulosi hosil penghitungon suoro

Pemilu Anggoto Dewon perwokilon Rokyot, Anggota hwon
Perwokilon Doeroh, don Anggoto Dewon perutokilon Rokyot Doeroh

Provinsi Sulorlesi lltoro don Koto Tomohon brdosorkon berito ocaro

hosil rekopitulosi penghitungon suoto di tingkot ppK;

i. Membuot bedto ocoro penghitungon suora don sertilikot
penghitungon suoro serto wojib menyerahkonnyo kepodo sa,(,i

peserto pemilu, ponwoslu Koto TomohoA don KplJ provinsi Sulowesi

Utoru;

j. Menerbitkon keputuson KpU Koto Tomohon untuk mengesohkon hosil

Pemilu Anggoto Dewon petwokiton Roqot Doeroh Koto Tomohon don

mengumumkonnyo;

k. Mengumumkon colon anggoto Dewon pemtokilon Rokyot Doeroh

Koto Tomohon terpilih *suoi dengon olokosi jumloh kurci setiop

doeroh pemilihon di Koto Tomohon don membuot berito ocsrotryo;

l. Menindoklonjuti dengon egero temuon don loporon yong

disompoikon oleh Ponwoslu Koto Tomohon;

m.Mengenokon sonksi odministrdtil don/otou menonokifkon

sementofo onggoto ppK, onggoto pps, sekrctoris KpLl Koto Tomohon,

don pegowoi sekretariot KpU Koto Tomohon yong terbuki melokukon

ncncona Sl,cll?t xpu Xotz to,r.rl,,,a tot url Ur+m,!) a



tindokon yong mengokibotkon teqonggunys tohapon

penyelenggoroon pemilu berdasorkon rekomendosi ponwoslu Koto

Tomohon don/otou ketentuon percturon perundong-undongon;

n. Menyelenggorokon sosialisost penyelenggoroon pemitu don/otou

yong berkoiton dengon tugos don wewenong KpU Kots Tomohon

kepodo mosyorokot;

o. Melokukon analuosi don membuat loporon setiop tohopon

pe nyele nggoroon pe mil u ; do n

p. Meloksonokon tugos don wewenong toin yong diberikon oleh KpU,

KPU Proinsi Sulowesi altom, don/otou peraturon prundong-

undongon.

Ketentuan Pasel 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KpU Kota Tomohon

dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan Wakil presiden meliputi:

o. Menioborkon progftrm don meloksonokon oggorun *rto
menetopkon jodwol di Kato Tomohon;

b. Melokonokan semuo tohopon pnyelenggoraon di Koto Tomohon

berdosorkon ketentuon peroturun perundong_undongon;

c. Membentuk ppK pps, don KppS dotdm wilayoh Koto Tomohon;

d. Mengoordinasikon don mengendolikon tohopan penyelenggoruon

oleh PPK PPS, don KppS dolom Kota Tornohon;

e. Memutokhirkon doto pemilih berdosorkon doto kependudukon

yong disiopkon dan diserohkon oleh pemerintoh dengon

memperhotikon doto pemilu don/atou pemilihon gubemur, don

bupoti tenkhir don menetopkannyo sebogoi doltor pemitih;

f. Menyompoikon doltor pemitih kepodo Kpu provinsi Sulowesi

Utora;

g. Melokukan don mengumumkon rekopituloi hosit penghitungon

suoro pemllu preiden don Wokil presidendi Kaburyten/Koto yang

bersongkuton berdonrkon hosil rekopitulosi penghitungon suoro

di PPK dengon membuot berito ocaro Wnghitungon suoro don

se rtili kot penghitungon suo to ;
h. membuat berito acora penghitungan suoro don sertifikat

penghitungan suoro serto wojib menyerohkonnyo kepoda soki
pe*rto Fmilu, Ponwoslu Koto Tomohon, don Kpa! provinsi

Sulowei Utoto;

5
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i, Menindoklanjuti dengon segero rckomendosi Ponwoslu Koto

fomohon otos temuon don loporon dugoon pelonggoron Pemilu;

j. Mengenokon sonki odministratif don/otou menonok'lifton

sementoto onggota PPK, onggoto pp, sekretofis Kpu Kota

Tomohon, dan pegowoi sekretoriot KPu Koto Tomohon yong

terbuki melokukon tindakon yong mengakibotkon tergonggunyo

tohopon penyelenggarcon pemilu berdomrkon rekomendosi

Ponwoslu Koto Tomohon don/otou ketentuon peroturon

perundong-undongon;

k. Meloksonokon *siolisosi penyelenggoraon pemitu dan/otou yong

berkoiton dengon tugos don wewenong KpU Koto Tomohon

kepodo mosyorakot;

L Melokukon evoluosi dan membuot lopoton setiop tohopon

pe trye te nggoro dn pe milu ; d o n

m. Meloksonokan tugos don wewenong loin yong diberikon oteh Kpl!,

KPU Provinsi Sulowesi lJtoto, don/otou peroturan perundong_

undongon.

Untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pasal 10

ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tugas dan

kewenangan KPU Kota Tomohon sebagai berikut:

Tugas dan wewenang XpU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

pemilihan bupati/walikota meliputi:

a. merenanokon progrom, onggoran, don jodwol pemitihon

bupoti/wolikoto;

b. menyusun dan menetopkon toto kerjo Kpat Kobupoten/Koto, ppK, pps,

don KPPS dolom pemilihon BupotifiVolikoto dengon memperhotikon

pedomon dori KpU don/otou Kplt provinsi;

c. menyusun don menetopkon pedomon teknis untuk setiap tohopon

penyelenggoroon pemilihan Bupoti/Walikoto berdosorkon ketentuon

pe ntwo n Frundo n g-u n do ngo n ;
d. membentuk PPK PPS- don KppS dolom pemilihon gubernu serta

pemilihon Bupotilttlolikota dolom witoyoh kerjonyo;

e. mengkoordinosikon, menyelenggorokon, don mengendalikon semuo

tohopon penyelenggoroon pemilihon Bupoti/Wolikoto berdoso*on

ketentuon peroturon perundong-undongon dengon mempefiotikon

pedomon dori KPU don/otou KplJ provinsi.
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f. menerimo doftor pemilih dori ppK dolam penyelenggoroon pemilihan

Bupoti/Wotikoto;

g. memutokhirkon doto pemilih berdosorkon doto ke8ndudukon yong

disiopkan dan discrohkon oleh peme ntoh dengon memperhotikon

dato pemilu don/atau pemllihon Gubernur don gupati/Wotikoto

terokhir don menetopkonnyo sebogoi doltor pemilih;

h. menerimo doltor pemilih dori ppK dalom penyetenggoroon pemilihon

Gubernur don menyompoikonnyo kepodo KplJ provinsi;

i. menetopkon colon BupotillAlolikoto yong teloh memenuhi

persyoroton;

j. menetopkon don mengumumkon hosit rekopitulasi Nnghitungon
suoro pemilihan Bupoti/Wolikoto berdosorkon rekopitulosi hasil

penghitungon suoto dori seluruh ppK di witoyoh kabupoten/koto yong

bersongkuton;

k. membuot berito ocora Fnghitungon suara serto membuot sertilikot
penghitungon suoro don woiib menyerohkannya kepodo soki rr.;serto

pemilihon, Ponwoslu Kobupoten/Koto, don Kpa! provinsi;

l. menefuitkon keputuson Kpa! Kobupoten/Koto untuk mengesahkon

hosil pemilihon Bupoti/Wotikoto don me ngumumkonnyo ;
m. mengumumkon colon gupotilwolikota teryilih don dibuo*on berito

ocoronyo;

n. meloporkon hosil pemilihon Bupatilwotikoto kepodo KpU melolui Kpl)

Provinsi;

o. menindaklonjuti dengon segero rckomendasi ponwaslu

Kobupaten/Koto otas temuon don loporon odonyo dugoan

p el onggoro n pe mi lihon;

p. mengenokon sonki odministrotif don/otou menonokilkan sementora

onggoto PPK, onggoto pp', sekfetoris Kpu Kabupaten/Koto, don

pegowoi sekrctoriot KpU Kabupoten/Koto yong tefuuki melokukon

tindokon yong mengakibotkon tergonggunyd tahopon

penyelenggoraon pmilihon berdosorkon rekomendosi ponwaslu

Kobupoten/Koto don/otou ketentuon peraturon perundong_

undongon;

q. melokonokon sosiolisosi penyelenggoroon pemilihon Gubemur,

Supoti, don Wolikoto don/otou yong berkoiton dengon tugos Kpt)

Kob upoten/Koto ke pda mo syoto kat ;
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meloksonokon tugos don wewenong yong be*oitan dengon

pemilihon Gubernur berdosorkon ketentaan peroturan perundong-

undongon don pedomon KPU don/otou KPIJ Provlnsi;

melokukon ewluosi don membuat laporon penyelenggaraon

p e mil iho n Bu poti/1tlo I i koto ;
menyompoikon hosil pemilihon Bupotilltlolikoto kepodo Dewon

Perwakilon Rokyot Doeroh Provinsi, Menteti Dolom Negei,

gup*iy'nhlikoto, don Dewan Pentoktlon Rokyot Ooeroh

Kobupoten/Koto; don

meloksonokon tugos don wewenong loin yong dibeikan oteh KplJ,

KPU Ptovinsi, don/otou ydng sesuoi dengon ketentuon peroturan

perundong-undongon

Menyantkut kewajiban dalam pelaksanaan pemilu, pasal 10 ayat (4)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur bahwa KpU Kota Tomohon

sebagaimana halnya KPU Kabupaten/Kota yan8 lain, dalam pemilu Anggota

DPR,DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil presiden, dan pemilihan

Gubemur, dan Pemilihan Bupati berkewaiiban:

o. Melokonokon semuo tohoryn penyelenggoroon pemilu dengon tepot

woku;

b. Memperlokukon Fserto Pemilu don posongon colon presiden don

Wokil Presiden, colon Gubernur, don Bupti secoro odil don setoro;

c. Menyompoikon semuo informasi penyelenggoroon pemilu kepodo

mosyorokot;

d. Meloporkan pertonggungjowabon penggunoon onggoran sesuoi

d e ng on kete ntuo n pe rotu ru n pe ru ndo ng-u nd o ng o n ;
e. Menyompoikon loporon Wrtonggungjowobon semuo kegiaton

penyelenggoroon Pemilu kepodo KPll melalui KpU ptovinsi Sutowesi

Utoro;

f. Mengelolo, memelihoro, ddn merowat orsip/dokumen serta

meloksonakon penyusutonnyo berdasorkon jodwol reteosi otsip yong

disusun oleh KPU Koto Tomohon dan lembogo keorsipon Koto

fomohon berdosorkon pedomon yong ditetopkon oleh Kpat dan ANR|;

g, Mengelolo borcng inventods KPU Kota Tomohon berdasorkon

ketentuon Wmturon perundong-undongon;

r.

s
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h. Menyompoikon loporon periodik mengenoi tohopon Wnyelenggoroon

Pemilu kepodo KPU dan KpU provinsi Sulawesi lltoto sefto

menyompoikon tembumnnyo kepodo Bowaslu;

i. Membuot bedto ocoto podo etiop topot pletv Kpl! Koto Tomohon

don ditandotongoni oleh ketuo don anggota Kplt Koto Tomohon;

j. Menyompdikdn doto hosil pemilu doritioytiop TpS podo tingkat Koto

fomohon kepodo peseno pemilu poling lomo 7 hori setelah

rekopitulosi di Koto Tomohon;

k. Melaksonokon keputumn Dewon Kehomoton penyelenggoro pemilu

(DKPP); don

l. Meloksonokon kewajifun loin yong diberikon KpU, Kpl! ptovinsi

Sulowesi Utoro don/otau perotwan perundong_undongon.

Dalam melakanakan tugas dan kewajibannya KpU Kota Tomohon

dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu

oleh 4 (empatl orang Kasubbag.

Tugas Sekretariat (pU Xota Tomohon adalah :

7. Membontu metryusun proqrom don pemilu;

2. Memberikon dukungon teknis odministrosi;

3, Membontu pelokmnoon tugos KpU dolom merryelenggorokon

Pemilu;

4. Membontu pendistribusion perlengkopon penyelenggoroon pemilu

Anggoto Dewon perwokilan Rokyot, Nwon perwokilon Doeroh dan

Dewon Perwokilon Rokyot Doeroh, pemilu presiden don Wakil

Presiden, serto pemilu Kepolo Doerah don Wokil Kepalo Ooerah

Provinsi;

5. Membontu perumuson don penyusunon roncongon keputuson Kpu

Koto;

6. Membontu penyusunan lopomn penyelenggoroon kegiaton don
pertonggu nglowo bo n Kp lt Koto ;

7, Membontu peloksonoon tugos-tugos loinnyo sesuoi denqon

pero turo n E ru ndong-un dong o n.

Fungsi Sekretariat XpU Kota Tomohon adalah :

7. Membontu penyusunon ptqrcm dan anggoron pemitu di Kota;

2. Membeikon ployonon teknis pelaksanoan pemilu di Koto;
j. Memberikon ployanon odministtosi yong meliputi ketotausohoon,

kepegowaion, onggoron don pedengkopon pemilu di Koto;

--
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4. Membantu Wrumuson don renyusunon rcncongon keputuson KpaJ

Koto;

5. Membontu perumuson, penyusunon don membeikon bontuon

hukum serto Memfosilitosi penyelesoion sengketo pemilu di Koto

Tomohon. Membontu peloyanon pemherion inlormosi pemilu,

portisiposi hn hubungon mosyorakot dolom menyelenggorokon

Pemilu di Kobupoten;

5. Membontu pengeloloon doto don inlormosi pemilu di Koto;

7. Membontu pengeloloon logistik don distribusi borondjosa

keperluon Pemilu Di Koto;

8. Membontu penyusunon kerjosama ontor lembogo di Koto,

Wewenang Sekretariat KPU Kota Tomohon:

1. Mengodokan perlengkopon Pemilu sebogoimono dimokud podo

huruf o sesuoi dengon perundong-undongon.

2. Mengongkot pejobot fungsionol dan tenogo prolessionot

berdosorkon kebutuhon otos persetuiuon Kpl! Kota Tomohon;

3. Memberikon loyonon odministtosi, ketotousohoon don

kepegowaian sesuoi dengon proturon perundong-undongon.

Susunan organisasi Xomisi pemilihan Umum Kota Tomohon dapat

dilihat pada struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.

Struktur Organisasi (PU Xota Tomohon

 NGGO?A,. NGCOT^

sEt<aETlAnts

. (EN'P T) t<E'AL 
salrB lt-a.cr^.l\r

lBo tE s I'o^a.a l_

Itohbr: turot@a IPU ttad 5 fohun 2@)

Untuk memudahkan koordinasi kerja di wilayah kecamatan yang
mencakup 5 kecamatan dan rt4 kelurahan, KPU Kota Tomohon membagi
struktur wilayah koordinasi pada 5 (lima) wilayah koordinasi. Adapun
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pembagian wilayah koordinasi adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel
berikut ini

Tab€l 1
Pembagian Wilayah lbordinasi Komlsioner KpU Kota Tomohon

PEMEA6IA'{ TU6AS f,OORDII{ATOR WI.AYAH
XPU f,OfA TOMOHOI{

Kctua Baldle A" To b.& SI, M.Ars
r(oRwtL

Tonohon Tengah

Anttota Drs. Harry"anto tasut xoBwtL
Tomohon lltera

Anttota Fcdmdur P.ntallla, 5H, MH

&rtlpta Robby Golloth, SI xoiwr.
fomohon Tlmut

Angtota StGn[ fowaas, 5P
XORwlI

Tomohon Sclabn

Struktur organasasi Sekretariat XpU Kota Tomohon adalah

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. StruKur OrganisasiSeketariat KpU Kabupaten / Xota
ladt!. ftidwra O! ,lqt,, Stoht XrAt

Selain dukungan strukur organisasi, komposisi SOM sekretariat KpU

Kota Tomohon cukup memadai dalam menunjang kinerja implementasi tu8as

dan kewenangan KPU Kota Tomohon. Komposisi SDM Sekretariat dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2, Komposisi SDM Sekretariat KpU Kota Tomohon berdasarkan Status
Kepegawaian

Stat/s Pctrg:at Jumlah Perscni-e

PegawaiOrganik KPU ll orang

Pegawai DPK Pemkot 26,09%

Tenaga Honorer/ (ontrak 26,O9%

Total 23 orang 1 )9(

rtl'i raru?a rr,lit(,Ia

IIU^iaG/rt( urrlal. Dr\

E.,t.ono Safotcgis Kru roaa lonollEa tohun X,t'-mt9 t1

snu(tut otcal{ts 5l
SII'TEIAIIAT XO l5r lEiatUX i rrxuM xalt talEvxclta

47,82%

6 orant

6 orang

XOBwlL
Tomohon Earat



Tab€l 3. Komposisi 5DM sekretariat XpU Kota Tomohon berdasarkan pendidikan

Ihjlet Pcodldttan ,umlah P€fsrntasc

SLTA sederaiat 10 orang 43,4A%

I orang

5 orang

4.35%

2r,t4%

s2 7 orant 30,43%

Total 23 orang 100%

Sarana dan prasaEna berupa gedung serta gudang logistik berstatus

milik sendiri. Pembangunan Gedung Xantor diselesaikan tahun ZO11 dengan

hibah tanah dari pemerintah Kota Tomohon.

Xendaraan dinas roda 4 berjumlah 3 (tiga) unit dengan status milik
sendiri. Kendaraan roda 2 berjumlah 6 (enam) unit dengan status milik
sendiri.

Arah kebijakan Komisi pemilihan Umum untuk meningkatkan tata
kelola pemerintahan yang baik tidak hanfa sebatas pada dimensi pengelolaan

keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui
jalan reformasi birokasi yang telah dicanangkan oleh Komisl pemilihan

Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini
merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan seialan

dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis

organisasi. Sesuai dengan peraturan presiden Nomor g1 Tahun 2010

tentang Grand Design Reformasi girokrasi 2OJ:O _ ZOZ5 dan permenpan

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi ZO1O _ 2014,

maka agenda reformasi birokrasi Komisi pemilihan Umum mencakup 8
(delapan) area perubahan, antara lain:

(1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KpU dengan

dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan

tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari

unit terkecil sampai unit terbesar;

(2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan

terukur melalui pembangunan SOp dan sistem informasi e_

government yang terintegrasi dengan berbagai aplakasi utama

yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;
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(3) Menurunnyaperaturan perundang-undangan yangdikeluarkan

oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan

peraturan perundang- undangan lain;

(4) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen

KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yan8

handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen,

formasi dan penempatan, pota karir dan sistem informasi

kepegawaian yang handal;

(5) Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan

dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di

lingkungan Setjen KpU;

(5) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingtungan

Setjen KpU;

(7) Penin8katan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan

dalam *andar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder

dalam peningkatan pelayanan; dan

(81 Perubahan pola pikir dan budaya kerja peSawai Setjen XpU yanS

terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja

tinggi, b€rsih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan

memegant teguh kode etik aparatur negara.

1.2. POTE]ISI DAN PENMASAI.AHAN

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor anternal

organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses)

sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang

(opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KpU, maka analisis

potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensidimensi organisasi

yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke

depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Ketembogoon,

Aspek Sumber Doya Monusio, Aspek Kepemimpinon, Aspek perenconoon

dan Anggoron, Aspk Bussrners process don Kebijokon, Aspek Dukungan

lafrostrukur don Teknotogi tnfomasi, don Aspek Hubungon dengan

Stokeholders.

1.2.1. Potemi

a. Aspek Kekmfugoo/,r:

1. Struktur kelembagaan XpU Kota Tomohon telah mampu mendukung

tutas dan fungsi yang diemban.
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2. Setiap lini organisasi KPU Kota Tomohon telah mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi KPU Kota Tomohon sebagai penyelenggara pemilu.

b, Aspek Sumbet DoW Monusfo:

1. Setiap pegawai XPU Kota Tomohon telah memahami dengan lelas

tugas dan fungsi organisasi dan memiliki pengalaman kerja di KpU sejak

awal berdiri.

2. Pegawaitelah memahaml ketentuan kepegawaian dalam UU Aparatur

Sipil Negara dan telah memahami kode etik penyelenggara pemilu.

c- Aspk Xe,€rmimplnon

1. Pimpinan o6anisasi mampu menciptakan suasana fang kondusif untuk

terciptanya komunikasi organisasi yang efektif.

2. Pimpinan organisasi memiliki kemampuan mengelola sumber daya

organisasi dengan baik.

3. Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling

menghormati antar seluruh elemen organisasi.

4. Pimpinan oryanisasi berupaya mewu.iudkan telah berupaya

mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan

menegakan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.

5. Pimpinan organisasi berupaya membangun reputasi dan pengakuan

publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perenconnn don Arrygoron

1. Proses perencanaan kegiatan dan angtarirn dilakukan dengan

melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.

2. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

3. Pengelolaan anggaran dilakanakan dengan menerapkan Standar

Akuntasi Pemerintahan.

4. Administrasi pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran sudah

memadai.

e. Aspek Eussiacss Prccess don tcebiiokon

1. Eeberapa aspek kegiatan dan layanan institusi KpU Kota Tomohon telah

dilengkapi dengan Standard Operating procedure (SOp) yangjelas.

2. Perumusan kebijakan (PU Kota Tornohon melibatkan seluruh komponen

terkait secara internal maupun eksternal.

3. Kebijakan yang diambil, sekalipun mempertimbangkan masukan dari

stakeholder, namun tidak mengurangi kemandirian dan independensi KpU

Kota Tomohon dalam pengambilan keputusan.
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4. Monitoring dan Evaluasi terhadap setiap kebilakan dilaksanakan secara

rutin.

5. Perbaikan terhadap kebijakan organisasi dilakukan secara cepat dan tepat

(sesuai ketentuan perundang-undangan)

1.2.2. Pemasalahan

a. Aspek KelemoE/gaonj.

1. Belum meratanya komitmen terhadap penin8katan kinerja institusi.

2. Struldur divisi belum sinkron dengan struktur kesekretariatan (sub

bagian).

b. As6*lk Sumbar Dotd Monusla:

1. Pembinaan pegawai dalam bentuk diklat teknis masih belum cukup

memadai. Jumlah staf yang lulus diklat pengadaan barang dan Jasa serta

diklat perbendaharaan masih terbatas begitupun dengan Diklat

Kepemimpinan dalam tingkatan yang masih diatur oleh pusat sehingBa

lambatnya pendidikan dan pelatihan tersebut yang memakan waktu

eetlrn o S,'o|tgb XPII Xolo to'o/fDa fohun mr5 Atg l5

t. Aspek thtkungan tn 
'!,strukafi fun Tekpito,ii tnlormasi

1. Aplikasi Teknologi lnformasi yang diterdpkan KpU Rl mampu diadaptasi

dan diimplementasikan oleh KpU Kota Tomohon.

2. Pemanfaatan Teknologl lnformasi telah cukup memadai guna

meningkatkan kinerja organisasi.

3. Teknologi informasi yang digunakan telah mampu meningkatkan

pelayanan kepada publik / stakeholders.

g. Aspek Hutntneaa deflgon StukchotdeE.

1. KPU Kota Tomohon telah berhasil membina hubungan baik dengan

stakeholders.

2. KPU Kota Tomohon berusaha selalu melakukan komunikasi dengan

stakeholders untuk mengetahui tanggapan dan harapan stakehold€rs.

3. KPU Kota Tomohon berupaya me mbangun brond imsge positif dan disukai

stakeholders, namun tidak benentangan dengan peraturan perundang_

undangan

4. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah terjalin baik.

5. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah, parpol dan pihak lainnya

tidak menurunkan kualitas independensi dan kemandirian institusi KpU

Kota Tomohon.



bertahun-tahun untuk petawai kab/Kota harus antri mendapatkan

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tersebut.

2. Jumlah pegawai s€cara keseluruhan telah cukup untuk melaksanakan

fun8si institusi. Namun demikian jumlah pegawai di unit/divisi/bagian

tertentu belum cukup seimbang dengan beban pelaksanaan tugas rutin

apalagi untuk pelaksanaan tugas tahapan pemilu/pilkada.

3. Jumlah kegiatan pembinaan SDM yang diikuti masih belum cukup, dimana

masih belum menjangkau semua aparatur yang ada. Hal ini memiliki

korelasi dengan anggarcn untuk pembinaan SDM melalui pembiayaan

kegiatan Diklat, Pelatihan dan kegiatan pembinaan lainnya yang masih

kurang.

4. Pelaksanaan sistem p€nghargaan dan sanksi (reword ond punishment) dan

disiplin pegawai belum berjalan dengan baik dan belum seimbang.

c. Aspek Kepcmimptoon

1. Sekalipun pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KpU Kota

Tomohon memiliki visi yang kuat untuk membawa l(pu Kota Tomohon ke

arah yang lebih baik, namun proses sosialisasi visi (shored viion) sampai

pada tingkat paling bawah masih belum berjalan dengan baik.

d, Lsgek Pennconaon daa Anggamn

1. Sistem penganggaran yang partisipatif (bottom up) secara formal telah

diterapkan, namun belum konsisten dalam tataran implementatif.

Kegiatan dan anggaran yang diajukan banyak yang tidak diakomodir.

2. Alokasi anggaran cenderung sama antar Kpu Kota / Kabupaten tanpa

mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan faltual serta perbedaan

karakteristik dan georafis di masing - masing (pU Kabupaten/Kota.

Contohnya di XPU Kota Tomohon yang memiliki daerah pegunungan dan

daratan seperti yang tedihat dalam peta berikut ini:
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Gambar 3. Peta Kota Tomohon

e. Aspk Sussiaess Pwcess dm KeMjakon

1. Belum semua unit layanan disiapkan SOp yang memadai dan mudah

dipahami.

2. SOP yang ada belum tersosialisasikan dengan baik sehingga belum

dipahami dengan jelas oleh seluruh elemen organisasi.

l. As,€,k Dufungoa tnlrasl,uktw dao Te*mlogl lnlorrnct

1. lnfrastruktur (PU Kota Tomohoo masih perlu dibenah, khususnya gedung

tempat bekeria Seketariat. Hal ini dianggap penting karena ruantan yang

tersedia tidak representative dengan jumlah pegawai dan tenaga

pendukung yang ada,

2. Aset tanah, gedung dan barang modal milik negara masih perlu

pembenahan dalam hal penataan administrasi dan perawatan.

g. Aspek Hub,rngon denqon Stokeholdert

1. KPU Tomohon berupaya memberikan program-program yang riil dan
strategis kepada stakeholders yang ada.

2. Alokasi anggaran di tahun yang tidak ada kegiatan tahapan cenderung

kurang untuk kegiatan kerjasama dengan stakeholder.

Oisamping permasalahan teBebut, KpU Tomohon juga dihadapkan

pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu

nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi

secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

ncncono Snat gL KPU Xoto fo'tohoh Tohun mtr20t9 t7
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- Perkembantan masyarakat yant menjadi basis pemilih pada pemilu

sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KpU sangat tinggi,

termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas

kinerja XPU.

- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

- Perilaku menyimpang dari elit parpofnm Kampanye sebagai bagian

dari strategi pemenangan, misalnya praktek money politics.

- Regulasi undang-undang terutama pkt Undang-undang politik yang

selalu berubah.

Berdasarkan uraian lingkungan intemal dan ekternal di atas, maka

dirumuskan faktor-fakor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman

dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel 3 berikut:

Gambar 4. Ringkasan Analisis Faktor lnternal
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Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi

pengembangan SWOT yang dapat ditempuh adalah:

1. Stratepl STRE GTH - OpFOrrU tfv lH)l
Strotegi untuk memonfootkon peluong dengan jolon mendoyogunokon
kekuaton yong dimiliki orgonisosi :

a. Pemilu secara optimal untuk terwujudnya pemilu yang ju.iur, adil,

transpardn, akuntabel dan mandiri

b. Optimalisasi kemampuan adaptasi dan aplikasi teknologi informasi untuk

memanfaatkan perkembangan Teknologi lnformasi dan Social Media

(Socmed) serta blooming media masa cetak dan online, sebagai media

pendidikan politik dan pendidikan pemilih (voters educotion) dalam

rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

c. Meningkatkan kompetensi SDM yang telah berpengalaman dan

memahami tupoki (pU dengan memanfaatkan peluang pendidikan

formal maupun diklat teknis yang ada.

d. Mengembangkan performa dan komitmen pemimpin berbekal hubungan

baik dengan stakeholder untuk membangun kerjasama dengan setiap
stakeholder dan memanfaatkan peluang keterbukaan kerjasama dengan
para pihak.

e. Menerapkan perencanaan partisipatif untuk mengevaruasi ketersediaan

anggaran dan rencana alokasi anggaran untuk kemudian memanfaatkan
peluang fleksibilitas anggaran guna memenuhi tuntutan kegiatan yang

tingkat urgensinya lebih tinggi.

a. Pagu Anggaran yang belum memadai, apabila ada kegiatan urgensa dapat
dilakukan penyesuaian dengan memanhatkan fleksibilitas penganggran

diantaranya dengan melaksanakan revisi anggaran.

b. Meningkatkan komitmen staf dan pengembangan sistem reword ond
punishment dengan kegiatan diklat dan workshop intemal bekerjasama

dengan para pihak memanfaatkan peluang kerjasama yang ada.

c. Mengembangkan infrastruktur dan layanan publik dengan

mengalokasikan anggaran memanfaatkan peluang revisi / fleksibilitas

anggaran dan kerjasama mutualistis;
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d. Bermodal komitmen mempertahankan citra positif dan semangat

memenuhi animo dan ekspektasi publik terhadap performa dan kinerja

institusi, terus melakukan pengembangan SDM.

e. Mensosialisasikan visi untuk menstimulus partisipasi publik dengan

bekeriasama dengan media massa cetak dan elektronik serta media online

dan memanfaatkan peluang perkembangan teknologi informasi dan

beragam media sosial.

3. StrateP| STRE GTH -THREAT I$,TI
Strotegi untuk menghodopi don mengotosi_oncomon dengon jolon
mendoyagunakon kekuoton yong dimitiki orgonisosi :

a. Optimalisasi segala sumber daya organisasi (struktur, pengalaman,

kompetensi, teknologil serta melakukan kerjasama dengan media massa,

lembaga agama dan OMS untuk melakukan kampanye anti money politics

menuju terciptanya Pemilu yang berintegritas;

b. Optimalisasi segala sumber daya organisasi (struktur, pengalaman,

kompetensi, teknologi! serta nrelakukan kerjasama dengan media massa,

lembaga agama dan OMS untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan

pemilih secara sistematis dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih;

c. Penguatan performa dan komitmen kepemimpinan untuk menangkal

politisasi penyelenggara pemilu;

d. Terus melakukan koordinasi dengan insan pers dalam rangka

mengantisipasi pembelokan opini yang berdampak negatif bagi

pengembangan demokrasi serta citra kelembagaan;

e. Komunikasi yang konstruktif dan berkelanjutan untuk mengantisipasi

terjadinya benturan kepentingan yang dapat menghambat tahapan

Pemilu serta p€ncapaian target knerja yang telah diperjanjikan.

f. Melakukan penguatan - penguatan internal dalam mengantisipasi

perubahan regulasi serta gugatan / sengketa hukum.

4. Strate4i WEAtfiESS - THREAT (W-Tl

Strategl untuk menghindori oncomon untuk metindungt orgonisosi doti
kelemohon yong odo dolom organisosi:

a. Penataan lembaga dan personil l(pU termasuk kesekretariatan-

b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan pemilu

den8an institusi terkait.

c. Optimali$si pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu.
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BA8 II

vtst, Mtst DAt{ Tt ruAl{

A. Vt

termasuk XPU Kota Tomohon yakni: Menjodi penyelenggaro pemitihon

Umum yong Mondid, Professionol, don Beintegritos uatuk Tenr,lujudnyo

Pemilu yong LUBER don flURDli.

Pemyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen

Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil,

transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja

yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,

berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan l(omisi

Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Da samping itu, (omisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut

mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia

lndonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Rehvansi pernyataan visi Komisi pemilihan Umum dengan visi

Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni

pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, denrokratis dan

terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara

pemilu. Hal ini menyiratkan pentintnya Komisi pemilihan Umum

memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan

umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya

kualitas penyelenggaraan pemilahan umum di lndonesia.

B. MIi
' Sebagai upaya pencapaian visi tersebut Komisi pemilihan Umum

telah menetapkan 7 (tujuh) Mlslyang akan dilaksanaka

sl r-- \
Visi KPU Rt- [ahun 2015 - 2019 sekatiSus meniadi VlSl nasional

n oleh seluruh jajaran

-2019 sebagaiberikutKPU termasuk Kota Tomohon selama kurun waktu 2015

1. Membongun SDM yong Kompeten sebogoi upoyo menciptokan

Penyelenggoro Pemilu yong profesionol;

2. Mendolomi, mensosiolisosiko n don mengoperosionotisosi regulosi di

bidong Pemilu serto konsisten mendosori setiap keputusan

be rlo nd asko n perotu ro n peru nda ng-u nd o n g o n ;
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3. Meningkotkon kuolitos petoyonon pemilu, khususnyo untuk poto

pemongku kepentingon don umumnyo untuk seluruh mosyotokot;

4. Meningkotkon portisiposi don kualitas pemitih melalui sosialisosidon

pendidikon pemilih yang brkelonjuton;

5. Mempe*uot Kedudukon Orgonisosi dotom Ketotonegoruan secora

khusus dolam hubungon dengon institusi di tingkot Kobupaten.

6, Meningkotkan integritos penyelenggoro pemilu dengon

memberikon pnmohoman secorc intensif don komprehensif

khususnyo mengenoi kode etik penyetenggoro pemitu;

7. Mewujudkon penyeknggoroon pemitu yong efekil don efisien,

tro nsporon, akuntobl, serto ok*soble.
_//L. r ujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misitersebut, maka tujuan

yang hendak dicapai oleh Komisi pemilihan Umum adalah:

7. Terwujudnyo lembogo Xpa! yang memitiki integdtos, kompetensi,

krcdibilitos, don kopabilias dolom menyelenggorokon pemitu;

2. Terselenggoranyo Pemilu seswi dengon peroturon perundongon

yong berloku;

3. Meningkotnyo portisiposi politik mosyorokot dolom peloksonoon

demokrosi di lndoneio;

4. Meningkotnyo kesodoron mosyorokot untuk berpoftisipas ddlom

Pemilu;

5. Terselenggoranyo pemitu yong efekif don efisien, tronsporun,

aku nto bel, da n o kseso be t.

D. Sasaran z/
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai ters€but maka dalam

pelakanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur,

sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam S (lima) periode secara tahunan

melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta

Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana

Kinerja lPerformonce Plonl. penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk

memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber

daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai selama lima tahun

kedepan (2015-20191 adalah sebagai berikut:

-
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1. Meningkottryo Kuolitas penyelenggoroon pemilu Don Manojemen

Kegemiluan, dengan indikator kineria sasaran strategis:

a. Perentas€ partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilgub/pilwako;

b. Persentase jumlah surat suara tidak sah / tidak sah dalam pemilu

dan Pilgub/ Pilwako;

c. Pers€ntase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu dan

Pilgub/ Pilwako;

d. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DpT yang

menggunakanhak pilihnya;

e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk

dalam daftar pemilih tetap (pengguna KTp dan identitas

kependudukan lainnya);

f. Persentase ppS/KppS yang telah menerima perlengkapan

pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari

sebelum hari pemuntutan suard, tepat jumlah dan kualitas;

g. Persentase dokumen perencanaan tahunan yang diselesaikan

tepat waktu;

h. Persentase dokumen laporan eyaluasi tahunan dan tahapan yang

diselesaikan tepat waktu;

i. Persentase kegiatan rapat pleno perencanaan dan evaluasi

mingguan / bulanan yang dilaksanakan;

l. Persentase ketersediaan dokumen pemeliharaan data pemilih;

k. Persentas€ jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi tahapan

pemilu atau laporan kegiatan tahunan;

l. Persentase pAW antgota DPRD Kabupaten yang diselesaikan

tepat waktu;

m. Persentase lumlah bahan informasi publik terkait pemilu yang

diteAlitkan;

n. Pe6entase rumlah dokumen riset kepemiluan;

o. Persentaase jumlah dokumen lapo-an arsip kepemiluan dan

logistik;

p. Persentase permohonan informasi publik yang dilayani;

q. Pers€ntase rata-rata updating website per bulan;

r. Persentase jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama

kepemiluan yang dilaksanakan;

s. Persentase jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik

yang dilakanakan;
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2. Meningkatnyo Kopositos penyelenggoro pemilu, dangan indikator

tineria sasaran strategis sebagai berikut :

a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan

XPU Tomohon;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi

kepegawaian;

c. Persentase ketepatan waktu penylsunan laporan keuangan;

d. Persentase pelanggaran kode etik tertadap penyelenggara

Pemilu yang diputus tidak bersalah;

e. Persentase skor Akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasar
LHP 8PK/ap pengawasan;

f. Persentase jumlah temuan BpK /inspektorat yang ditindaklanjuti

g, Persentase ketepataa waktu dalam verifikasi partai potitik pasca

Pemilu;

h- Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan anggota
DPRD Kabupaten dan calon Walikota dan wakil Walikota;

i. Persentase ketepatan waktu pelakanaan tahapan pemilu;

j. Persentase capaian

lntemal;

penyelenggaraan Sistem pengendalian

k. Persentase capaian laporan akuntabilitas

sekretariat KpU Tomohon

kinerja kegiatan

l. Persentase tugas lain yang diberikan KpU dan / atau KpU provinsi

yant ditindaklanjuti tepat waku;

3. Meningkotnyo Kudlitas Regulosi Kepemiluan don Tingkot Kepotuhon
Terhodop Regulosi, dengan indikator kineria sasaran strate'is sebagai
berikut:

a. Persentase partisipasi pemangku lepentingan dalam penyusunan

regulasi;

b, Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KpU;

c. Pers€ntase Surat (eputusan yang diterbitkan tepat waktu sesuai

SOP;

d. Persentase dokumen regulasi kepemiluan yang digandakan/
dicetak/disosialisasikan;

e. Persentase pedoman Teknis Tahapan yang diterbitkan;
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BAB III

ARAH XEBUAXAil DAIT STRATEGI

3.1. Arah l(ebijakan dan Strateti l{aiional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 - 2OZS telah ditentukan

tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional [RPJMNI. Dalam pentahapan RpJpN 2005 - 2025, RpJMN

tahap ke - 3, yakni pada tahun 2015 - 2019 bertujuan untuk memantapkan

pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan

keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang

tersedia, sumber daya manusia yang berkualitag, serta kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 - 2019,

yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan

keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah

antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi

demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun

transparansi dan akuntabilitas kineria pemerintahan;dan (3) penyempurnaan

dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan

dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah

sebagai berikut:

A. Melaniutkan konsolidasl demokasi untuk memulihkan kepercayaan

publlk

a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong

kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat

sipil yang akanditempuh dengan strategi: (1) pengembangan

kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait

dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu

yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas

birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) penyelenggaraan

Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4)

PeninSkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi

peningkatan peran parpoli (6) Penguatan dan pemberdayaan

organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam

mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi
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pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (g)

Penguatan kerja sama masyarakat politi( masyarakat sipil,

masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses

demokratisasi; (9) pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai

bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat

melaksanakan fungsi pengkaiian, pendidikan kepemiluan dan

pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh

melalui strategi sebagai berikut: {1.) perubahan UU pemilu yang

dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi

kepentingan pemilu; (2) perubahan UU parpol untuk mendorong

pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi,

rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan

partai politik melaluiAPBN/APBD untuk membangun parpol sebagai

piranti dasar bangunan demokrasi; (3) pelaksanaan pengkajian yang

terkait dengan sistem kepemiluan, system kepartaian, dan sistem

presidensial.

B. Membangun transparansl dan akuntabllitas kineria pemerintahan

a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja

instansi secara terintegGsi, kredibel, dan dapat diakes publik

yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan

kebijakan system pengawasan intem pemerintah; penguatan

pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan

pemantapan implementasi system akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (SAXIp) pada seluruh instansi pusat dan daerah;

b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses

pemerintaha dan pembangunan yang sederhana, efisien dan

transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi,

antara lain: penguatan egovernment yang mengatur

kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur

e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan

sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem

katalog elektronik; dan penguatan system kearsipan berbasis TtK.

c. Penerapan open govemment merupakan upaya untuk mendukung

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,
partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta

pengawasan terhadap penyeleng-garaan negara dan pemerintahan.
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Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: pembentukan

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (pplD) pada setiap

badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tmtang

keter-bukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing_

masing VUD; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun

dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan

sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses

publik; diterbitkannya Standard Operating procedure (SOp) layanan

publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan lnformasi Xearsipan

Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya ,otografi

lndonesia.

C. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas rdormasi bimknsi nasional

a. Restrukurisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif,

efisien. sinergit yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan

desain kelembagaan pemerintah (Xementerian, tpNK dan LNS);

penataan kelembagaan intemal pemerintah pusat dan daerah

yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi

dan kewenangan, penyedertanaan struktur secara vertikal

dan/atau horirontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik

di pusat maupun di daerah.

b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional

yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan

kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi

nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur

negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi

pemerintah daerah; dan penyempumaan sistem evaluasi

pelakanaan RBN.

c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

transparan, kompetitil dan berbasis,nerit yang dilaksanakan

melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan

CPNS dilakukan dengan sangat seleldif sesuai prioritas kebutuhan

pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan

seleki pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi

informasi dan komunikasi (TlK); penguatan sistem dan kualitas

penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka,

kompetitif, dan berbasis kompetensi didukunS oleh makin

-
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Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan

uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapal tujuan dan sasaran.

Secara terstruldur uraian terebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi

yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses

penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran

strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu

strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspehif

peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelakanaan tugas pokok

lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi

dasar (bosic strotegy,f (omisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang

dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi

Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga

merupakan peEpektif pengarah strategis (strotegic drivers) yang

menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka

menjamin pelakanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan

perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mmcerminkan keinginan

dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi

Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimakud adalah partai

Potitik, LSM, Iembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu),

lnstansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun

Bambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019

adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);

penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan peflguatan

system informasi kepegawaian nasional.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui

strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009

tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi

pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas

pengawasan pelayanan publik.
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Komisi Pemilihan Umum l(ota Tomohon pada kurun waktu 2015-2019

akan menggunakan 3 (tiga, program serta 9 (sembilan) kegiatan yang

merujuk pada program dan kegiatan KpU Rl. Adapun program-program dan

kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

A. Program Duluugen Manajemen dau peleksrnaan Tugas Teknis

Leinnye.

Program ini dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai

adalah terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan

operasionalisasinya, terlakanannya pemutakhiran data pemilih melalui

sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Kota Tomohon, dan

terselengga.anya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian

dilingkungan KPU (ota Tomohon.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase pemutakhiran Data

Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil di Kota

Tomohon; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organic kesekretariatan

KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi

kepegawaian.

Arah kebijakan program ini adalah :

1) Menjabarkan dan melaksanakan dokumen perencanaan dan

penganSSaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta

hasil monitoring dan evaluasi.
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2) Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan,

pendistribusian, inventarisasi sarana dan pritsarana serta

terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum.

3) Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan

perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Tomohon

4) TerselenSgaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan

administrasi kepegawaian di lingkungan Setien KPU Kota Tomohon.

5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Tomohon

6) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan yant transparan dan akuntabel.

Rcacoao StlictcgbfF!.t ro$ror,lbtoa fdunm$-m1g y)

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada

tabel berikut :

Tabel 4. Ketiatan dan lndikator Xlnerl. l(9ql1t:n lJofram Dukungan

Manajemen dan pelaksenaan tutas Teknls Lainnya



o

PnoGiAM/
XEGIATAIT SASANA XEGNTA

IiID]IAIOi rcT{EiJA
TEGiATA'{

1.1 Pelaksanaan
Akuntabilitas
Pengelolaan

Administrasi
(euangan

dilingkungan
Setjen (PU

Ketepatan dan
kepatuhan dalam
pengelolaan

administrasi keuangan
serta Jumlah laporan
system akuntansi dan
p€laporan keuangan

Tersusunnya laporan
pertanggun8iawaban
penSSunaan anSSaran

Penyajian /
Penyampaian laporan
pertantgu ngjawa ba n
penggunaan anggaran
(e LPPA) yang tepat
waktu dan valid

Terlaksananya layanan
perkantoran

Tersusunnya perencanaan

kebutuhan logistik,
pedoman dan evaluasi
manajemen logistik Pemilu

Ketepatan Pembayatan
Gaji I Honot I
Tuniangan (inerja
Pegawai.

Pengelohan Data,
Dokumentasi,
Pengadaan,
Pendistribusian,
dan lnventarisasi
Sarana dan Pra

Sarana Pemilu

Persentase jumlah,

lenis, alokasi dan
peruntukan logistik
Pemilu yang tepat

Terwujudnya Fasilitasi
Pengadaan Logistik Pemilu

Persentase Fasilitasi
pengadaan Logistik
Pemilu

Terlaksananya lnventarisasi
LoSistik Pemilu

Persentase
pelaksanaan

lnventarisasi Logistik
Pemilu

Tersedianya dokumen
perencanaan dan
penganggaran, koordinasi
antar lembaga, data dan
informasi serta hasil
monitoring dan evaluasi.

Persentase kesesuaian
antara Renst,a dan
Renla (/L dan RKA KL

Terwujudnya sistem
administrasi
penyelenggaraan p€milu
yang tertib, efektif dan
efisien

Persentase Laporan
pelaksanaan kegiatan

Tersusunnya dokumen
Pemutakhiran Data Pemilih

Persentare
pemutakhiran
data pemilih di tingkat
kelurahan di Kota
Tomohon melalui
sinergitas dan
siokronisasi dengan
0ukcapil

7.2
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Terlaksananya sistem
akuntansi dan pelaporan
keuangan

Pelaksanaan
Managemen
Perencanaan dan
Data

Persentase laporan
monltoring dan
evaluasi yang

akuntabel dan tepat
waktu

Tersedianya data dan
lnformasi kepemiluan

,1.3



Terwujudnya Sistem
Aplikasi XPU

1.4 Pembinaan
Sumber Daya

Manusia,
Pelayanan dan
Administrasi
(epegawaian

Tingkat ketepatan tertib
adminlstrasi din
pentelolaan 50M

Tingkat ketepatan
tertib
administrasi dan
pengelolaan SOM

Terlalsananya 0iklat
Teknis dan Diklat Struktural

Layanan peningkatan
kompetensi SDM

1.5 Penyelenggaraan

Operasionaldan
Pemeliharaan
Perkantoran.

Meningkatnya
penerapan Elektronik
Sistem Kearsipan di
KPU Provinsi

Persentase sosialisasl
dan
penerarxln sistem
kearsipan elektronik di
KPU Provinsi

MeninBkatnya kapasitas
personil pengelola BMN

Persentase ketepatan
dan tenib administrasi
pelaksanaan evaluasi
tindak lanjut

Meningkatnya akuntabilitas
penataan, pendataan dan
penilaian arsip

Persentase mengelola
arsip sesuai afuran
kearsipan

Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran

Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana administrasi
penuniang kinerja
pegawai

1.6 Tersusunnya laporan
hasil Evaluasi LA(tP

Persentase l(PU Kab /
Kota yanB

mendapatkan nilai
akuntabilitas kinerja
minimal CC

Tersusunnya laporan hasil
review laporan keuangan

Penintlatan kualitas
penyusunan laPoran
keuangan sesuaiSAP

B. Program Pentuat n (elembagaan Demokrasi dan perbalkan proses
Politik

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persmtase

ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KpU Kota

Tomohon sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan

waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KpU Kota Tomohon

sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian

dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan proSram ini mencakup :
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Jumlah penerapan

sistem aplikasi yang

digunakan dalam
penyelengtaraan
Pemilu

Pemeriksaan di
Lingkungan
Setien KPU,

Sekretariat KPU

Propinsi, dan
Sekretariat KPU

Kab/Kota



l. Terselenggaraanya penyusunan rancangan keputusan NpU kota

Tomohon, pmdokumentasian informasi hukum, adrckasi

hukum, dan penyuluhannya

2. TeBelenSgaranya bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/

sosialiasi penyelenggaraan tahapan pemilihan Umum dan

pendidikan pemilih.

Rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaamana disajikan dalam

table berikut:

Tabcl S. Ketiatan dan lndlkator fin€ria Kegiatan protram penguatan
Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan pro6€s politlk.
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C. Protram Sarana dan Prasarana.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah memodoinyo sorono don

prastrsno operoionolimsi Komisi Pemilihon atmum Koburyten/Koto.

Program ini belum tersedia dikarenakan KPU Kota Tomohon sudah memiliki

Gedung dan Gudang kantor.

3.3. KERAI{GXA REGUIASI

Salah satu misi XPU adalah menyusun regulasi yang memberikan

kepastian hukum, proBresif dan partisipatif. Adapun regulasi yang

diterbitkan di lingkungan KPU Kota Tomohon merupakan penjabaran teknis

dari regulasi berjenjang yang berada di tangkat atasnya. Produk hukum yang

dipedukan dalam periode 201'2019 dapat dibagi menradi dua karegori

yakni:

1. Keputusan terkait tahapan pemilu; dan

2. Keputusan terkait non tahapan pemilu.

Meningkatnva kualitas
advokasi dan sengketa
hukum

Tinglat k€tepatan p.nyiapan
bahan ka,iian/ dukungan
untuk p€nim barEa n/opin i

hokum
dan penyehsaian dengan
tepat waktu

MeninSkatnya p€layanan
administrasi Kep€miluan

Terlakananya pen8elolaan
dotumen produk hukum

P€nyiapan
Penyuiunan
Rancangan
Peraturan (PU,

Advokasi,
Pe.ryelesaian

sengketa dan
Peoyuluhan
Peaaturan

Perundang-
undan8an yarU

bertaitan denBan
Penyelenggeraan
Pemilu.

Terwujudnya P€nyuluhan
PeGturan p€rundang-

undaogan Pemilu dan
Pemilukada

Persentasi keikutsertaan
dalam keSiatan Penyuluhan
Peraturan KPU

T€rlal5ananya proses PAW
AnSSota DPR, DPD, DPRD

Provinsidan OPRD

lbbupaten / Kota

Prosentase proses PAW
anSSota DPR dan DPO, DPRD

Provinsi dan OPRD

bbupaten/Xota dapat
dis€lesaikan dalam waktu 5
hari k€ria

Te6usunnya Ookumen
Teknis P€milu LeSislatif,
Pemih Preliden dan walil
Presid€n serta Pemilukada

Tenvuiudnya Pusat
P€ndidikan Pemilih

2.2

Te6edianya informasi dan
publikasi serta soiialisasi
Pemilu dan Pemilukada

Persentase p€nyampaian
informa5i dan publikasi sena
sosialisasi pada P€milu dao
Pemilukada
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Perledase Jumlah data
serta dolum€n Pemilu,
Pemilu Preiiden dan Wakil
Preriden serta Pemilukada

.,umhh ke8iatan Pendidikan
Pemilih

Pedoman,
Petuniul Teknis
dan Bimbingan
Teknis/ Supervisi/
Publilasi/
5osialisasi
Penyehnggaraan
Pemilu dan
PendHilan
pemilih.



Masing-masing dari kategori regulasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut

dalam paparan sebagai berikut:

l' Keputusan terkait tahapan pemilu; dan

a. Pemilu nasional (pemilu legislative / Pileg dan pemilu presiden/ Pilpres)

1) Pembentukan Badan Penyelenggara Pileg dan Pilpres

2) Kelompok kerJa kegiatan tahapan Pileg dan Pilpres;

3) Pemutakhiran Data Pemilih pileg dan pilpres se Kota Tomohon

4) Jadwal dan zona kampanye Pileg dan Pilpres Tingkat Kota Tomohon

5) Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap

Anggota

DPRD Kota Tomohon;

6) Penetapan rekapitulasi perolehan suara sah Pileg dan Pilpres;

7l Penetapan calon Pileg terpilih.

b. Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota

1) Tahapan program dan ladwal Pemilihan Gubemur, Bupati dan

Walikota secara serentak;

2l Pemutakhiran Data Pemilihan Gubemur, Eupati dan Walikota;

3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota;

4) Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

5) Para kampanye Pemilihan Gub€rnur, Bupati dan Walikota ;

5| Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur,

Eupati dan Walikota;

7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam pemilihan

Gubemur, Bupati dan Walikota;

8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan

perlengkapan penyelenggraaan pemilu dalam Pemilihan

Gubemur, Bupati dan Walikota;

9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan

Gubemur, Bupati dan Walikota;

10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.

2. Keputusan terkait non tahapan pemilu:
a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungiawaban;

c. Peraturan tentang kepegawaian;
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d. Peraturan tentang penSelolaan barang milik negara;

e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4. I(ERANGKA'(EI,f MsAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Rl,

pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber

daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus

dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu baikdi

tingkat pusat provinsi maupun badan od hoc serta panatia penSawas

Pemilu Kota Tomohon;

b. Penataan tugas, fung:si dan kewenangan setiap sub bagian di lingkungan

KPU Kota Tomohon;

c. Penyempurnaan hubuntan tata keria inter maupun antar sub bagian dan

lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan,

sinergis, harmonis, efektif dan efisien;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KpU yang professional,

berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melakanakan visi dan misi

organisasi KPU dengan baik;

e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai

upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk

berdemokrasi secara berkualitas;

f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang

elektif dengan stokeholders danlatau pihak ketiga; dan

B. Pen8uatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah dan non

pemerintah.

,.hcond S.,EldAb xW Xo@ fofi'olba rdtun m7r2ot9 35



BAB IV

TARGET KI'{EruA DAII KERA'{GIG PENDA AAI{

4.1. TaEet Xlneri. 8€rdasarkan lndlkator Xineria Utama

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit

kerja atau orSanisasi dari s€tiap indikator kineria sasaran yang ada. Adapun

target kineria Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam kurun waktu

2015 - 2019 disaiikan pada tab€l 6 berikut ini:

Tab€l 5. TarSet t(ine.ia Tahun 2015-2019

Rancano S,nt gb rW Xotofot 
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o 'ROGRA}UIEdATI'I SaSAirx oroxaroi xt,lEru
TAXU" TANGEI

2015 2016 ,o1t 20tt 2019
L nuxutacAN l,t tlartlrtx ir^x pEuls flaax IlrG S IEt a6 t.rtxt{ya f,pu

1.1 T€.lalsananya sistem
aluntanCdan
pelaporan teuantan

Xetepatan dan kep.tuhan
dahm p€ntelohan
administrasi keuaa8en rena
,fumlah laporan systerh
atuntan3i dan p€leporan
leuantan

1

lap
1

tap
1

Lap

1

Lap Lap

Te'lugramfa laporan
paatr nStundawaban
pcnt8unaan
enSgar!n

Peny.iirn / Penyampahn
laporan

Pertaot3u.r8ie*ab.n
P€tEgun.an aotta.an (e I-PPAI

Yant tepat f,aku dan val&,

I
tap

1
tP

I
tep

1

l-ap

Tedekjanarya
hfenan

Pertantolan

ketepatan Pembayaran Gaii /
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r.2 P€ngelolaan

Oata,
Oolumentari,
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Perencanaan
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1.4 Pemt inaan
sl',rber Oaya
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aluntabilitas
palataah, p€ndat.an
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TeawljudnF Pu'at
Pendidilan Pemilh

Te6€dhnya
informari dan
p!bl*8i:ert
sosialbarl P€mIu dao
PemluLd.

1pk

l. tiociar 9fi$rctATlrasrn ,tatultpf, s r xa^raialrrRxpu

3.1 Penyalentta,aan
Dukungen Ser.na
dan Prasarana

M€nhttatny.
periemrhan
lebutuhan
tedunS/b.ng!
nan
XPU N.rion.l

T6scdiany. Sedunt
dan I'rdeng (PU di
daerah

JumLh kEd3t.n PefldUikan
P€rnflih

I pkt 1ph 1 pkt 1 pkt 1ph

4.2. lGranglaPendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon dalam
kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KpU
sebesar Rp. 12.425.643.000

2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur XpU sebesar
Rp. o

3. Program Penguatan Xelembagaan Demokrasi dan perbaikan proses
Politik sebesar Rp. 235.217.fi)0

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel
berikut

T.b.l 7. flranlka Plnd.na.n hot am l(pu Kota Tomohon
S€l.ma 5 Tahun 12O15-m191

Prlgr!
I
I{lD
n

SEII

'qttr(oey
harr
qri
FlrFd

/ha!rEI!

llobl(tlJrnr$.r.n eltl
,snrhh2U,t ld,5 I0!,' 20tt

076 01 01 Sataran
ftoqmm
Dukunlan
Manajem€n
dan
Pelalsna.n
Tuqas Tetnls
binnl.d (PU

1.371.811 2.109.860 2.W9 224 2.981.324 3.093.424 12.425.643

o76.OL.02 Sa$ran
Pao6am
Penimkatan
Sarana dan
Pralarana
Ao.raturXPU

Rcacoao S'not gb rPU Xoto foa,ohoo rohun m79:o79 10

Pearentase penyamplian
info.rEi d.r publilaii l€rta
36blb.si p.d. Pcrrilu
danP.mllutada

20tl



075.01.06 Prorram
Pen{uatan
xelembataan
DarrEkasi
dan
Pcrbailan
Proses Politk

73.069 14.517 38.537 42_5!7 46.537 735.211

TOTAL 1.444.880 2.114_39'' 2.907.16 3-O23.861 12.660.860

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode
2015-2019 dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

E
tnl
loah
!t

Aldal ftt&tt dhl.6 nd.tl

,orddr23lS ,otE 2019

016r1.o1 S€arx Praam
Ouluorao
ir.rralftrn dll
PaLlraiaan Turag
Telnk tlmY.l(PU

131131t 2.191354) 2i69221 2.9a!32a :l-(It3.r12a 12.42t.ta'

PeLks3naafi

Atunt Ultit
PcntcloLan
Administras
f€ulnSan di
Lingluntan S€tjet
XPU

1.645.219 2.394.483 2.496_443 2.598.483 10.0rr.313

3356 Pcntebh.n 0.1r,
t o&umenasi,
PenBa(h..,
Pmdisnbustm, d.n
lryroLaisasi 9rana
d:n Pra s.rana Perdfu

l0.oo5 8.413 9.4r3 10.413 11.4 r3 t9.657

3351 P€hll.naan

Parfianaan dan Oata
35.032 50.018 63.O3ti 65.034 69,034 291.t21

33Sa Pantbiraaar grrl$ea

Oaya iranuda,
Pelay-anan dan
Adminlllr.li
X.paSrvai.n

3.190 2.020
3.520 5.020 6.S20 20-2m

3360 Plnyd.ntEaraan
Op€r.io'lal dan
Pemaltl.raan
Perirntq_.n (XPU)

381.559 386.702 390.302 393.q) 391.502 1.9501t67

3361 Pemarfrraan di
l,.lntlunt.n s€ijm
(PU, S.l.ctrri.t (PU

Pro{ilsl. dan

Sakatariat XPU

xrb.rpatery'Xota

2-28. 7.$A 4.464 9.458 r0.468 3t.152

076.0r.02 SaaarrPrE..n
Pfilndrar! Srana
da,l Pra*Ira
Apaaatr xPt

3362 P€nydeng8rr..n
oulung.n gr..a d.n
Pralarana

076.01.6 Pro6.llr Pal{ui,l
xdelnb5an
ocfiotrasl dar
P.rbdl.l P.G.s
Polt{l

73.069 3/tJ37 4253' 45s37 235217

Rct flto Sl,rt gE rAl t.o., lor',slp.n f'/!ua mtrm7g 211

3.139.961

S-r.t Ptqran
(o.|t.urYsE&r
lql-ilorrl,
Etf,El xrt at

3355

939.6a5

38537



3363 P€nyirp.n

Rtranian Peraturdn
xpu, Adrofa4
Penydcaai.n S€rukata
dan Panphh.h
Parahraan Prauadanl-
Und.Ir!.n Fn!
B€alaitan O6gan
Penydtnglaraao

3.@ 11.960 13_.r60 14.960 r5.4@ 50.440

3361 Hom.n, P.unfut
Tctni d.n En$-a.n
Tetnit6up€rvbi,rPrJbli
k si/soi.li$n
PmyelarEg.r.rn
Pdnllu d.n Pa!}dut n

Pcmllr

69.469 22.5T' 75.0n 27.5T' 30.oTt

T(,IA 1.4rll3g) 2.14,t3!)' 2.$7.161 3.@3r5r ,.!19.961 t2.9,ffi

Prof
uil
I..L
nrt

S-aDPrqr-t
{Or,boraYt i.ra
lctl-n (OuBtn /
h.hs.l&.rrr 2fi5 2016 2tt at All!'

016.0llt
I

sasaeA ptocR t
OUXIJiIGII{ MATIAJTMEI{
OAX PETAXSAIAAT' IUGAS
III'a]5 Latt{]t arPU t-371.81t 2.l(xrt50 216922a 2-9a132a l,ar.1?| 12.425.6,rr

lcahtrn 3353: Pddt r..r
Ahft.U[693!doL]
Adrnhbtr.d Xtualtxl dl Urt.tt{r3.tl
Lli.o XPU

939.645 1.649.219 2-394.4A: 2.496.4a: 2.s98.$3 10.07{.313

tu'/tt4ld,(o{qntt
fadoksoNnyo tist€m
okuntonsi hn palopofin
leuohgoh

32.371 23.4a) 24.1a) )514) 26.442 1i2_295

tuto,t(!'/.,E/tlc,&nt
2 fc6llEunnyo loryan
pcnagguqjn*ohon
Ntpltt tw^ oiggatdt
ILPPA)

lJ.lEi ,8.38C 19.i4 20.38(, 2138A 94.@)

tuto/ r'4lo.E, lotqntt
fctbbootlo Fafulorqr

lelwnou4 gof &n
tunion @ PNSXPU *ngoo
te,E[y*n

LA33S7 2.35O_621 2.45O.62' 9.844_@7

X.tl.taD335 : PcnGloa..n On,
Oohr.netltaal, Paltlad..o
P6rdirtrlburiao, d-i Lrvrd.rbsi
Saona dan Prr grana fumtu

10.005 8.4!3 9.413 10.413 11.413 {9.657

hlErx.&dt
lo.tattr,
fafn/sufila De ,trtf.6'!tu|
k bunltpt bsisl* ttchtot bt
a!'d,h/4ti,tptokrrsn loeitt t k
Pemrlu

10.N5 3.365 3.86s 1.365 4_865 26_165

R.icoao Sr,ntlob xPu xoto ron,ohon rohun Xn+mrg a2

171.t 
'

Al*d {rLl& iixn rof ..a!)

892_787 2.550.62'



fut?,tr{!&on ldrbull2
fenuuiudnw Fosilhosi
P. aoodn n Loo istik Pe n i I u ) 3fr 3N , 200

S@t,,f.dd@t
ldn,,nl STcd*ononw
oenoendolion ahn a n@turon
adminlrvoi enoeloloon
lnwntonsasi L@inik Pemilu

4.744 5.2?t4 5-744 6.244 2r-992

X.jr.n 3357 i Pdd('-r.at
Maatarcrmn PrGtraoaao dan Data 3S.032 60.038 53.038 65.018 69.038 293.rE4

furu,(.,ltu t ldirtslaratl
Tet*dlonyo &/,m-zn

Nrgonootdr, kd(k 6i
ontot lembq4 dub don
infui,,osi *t@ lE,t
n odtodng dan eeolud6'i

28.212 211.813 29.813 30.813 31.81i 149.464

tu,r/tf,qrtu lutgnt2
fenufitdtyo sisttttt
odri,initarosi

P"lchngeo'd, Ft tlu
,oty E 1i4 zhllil, tu t
elsbn

6 820 2.2N 2.20{) 2.200 2.2N 15.620

tut',rr.{i,n!,t lo,tFttt)
3 ferscdionp doto don
hrldn6l ke,P.',ih,,o

5.245 6.745 7.245 ,.745 27.98t)

5.!,,,!,t(qb!,,,lo,$.n)
a fedolsooonro thkunPn
Pe/,utokhton futo Pcmilih 20.395 21.395 22.3:)s 2i.395 87.580

Scso,trfnh'' lorro.rrr5
Tatwujudofo system o9lk6l
KPU /f.6!/surrryg rcrcoN
pctttuNn c- govc,nl,2ftl

Wngkot?fitia doafln-,kut
2.las 2.85 33AS 3.88s 12.544

Xatlirn 335a : PcntlrE .l slrlnh..
O.ya M.ffsi., Hayran dan
Mnlnlsir.d Xcr.3awaaar 3.190 2.O20 3.s20 5.020 6.520 20.2ro

fui,ftfqlo',rt
{ottffil, nn*ot
ket potonenib

perrgelolooo SDM

1.UO 7 1.290 r.?9o 2.2 6.J00

tutunl,qbfr lo.rg.tq2
fcddsohonyo duot'lkob
daadi*h tt l*anol 1.350 1.230 2_230 3.230 4.230 9 270

Ia4nrD 3360 : FrnycLiaS.r..n
Opar..l,onJ da,r Pariarh:ra-t
Pcrt dtoran (XPUI

381.5S9 386.702 397.sC2 L9SOJ57

tut'nIqbtq, lot gltlt
MeniDglet|o tuohds
loyonan odaihitaai

35r.s8s 3fr610 362.610 364.610 366.610 1_gn_o2s

Re,J,(o o S.Io!.gb XW Xoto Toalo}ioa Toliua m15 mr9

3@ 3n

390.302 393.902



S@t l'X.f,|f,E, (drB,nt2
Me t{,*owo oku/l?obiliaos

Fna@usoloo/l boag Milik
Nego,o Xnt N,6bnol 15 820 14.421 15-421 16.421 17.421 76.su

W,r,rr(frito{rEd3
fe,wujudnyo pqelolout
PJtsettbon oMN lstld
o9tfriz)

t.9s0 ,.53s 1.6i5 ,.ars 8.390

furo,Xqtu ldrteoala
McniB*ottrfo E ah
admiril,/osi bpron gMN 2.550 2.550

tu,o,rf,qlabtlortg,lt'
Mc nin,liol,ryo *uirtotilit6
pewtuar\ ,f,rfut,xnr don

9-754 )o.136 10.636 tr.t36 11.636

f,.aLtao 3361 : Prtncr*l.ar dl
Un*unf.n S.t ri iru, S.fr€t rl.t
KPU Provlnd, dan Salatt rta xPu
xSop.t r/Xot

2.280 8.468 9.468 10.464 38.152

S@ran(@r(at'rn),
fed)suonyo lopdon t,psit

un& loniut penrcr*wn
slPX, APXP. dot, APIP X.fA /
R.yK* LK KA,

2.280 4 246 4 746 5.246 5-746 22.29

tu r'.fri lo|tF,ttlz
ta6t,sonayo lqan l,,nl
ewlu6i l,.nP 3.222 3.722 4.722 15.888

016r1.
02

SAS n^I 
'TOGRAT,ct{tt(lar ,lsrl^,{^D ra

PR^SATA AAPAi IUiPU

x€d*.n 3362 : ?arFLq[rr..n
oulungan sarira dan Praarana

tu'!,|r,,'lfr,rtcJ!,l1{l,
Mc,irq,kotryo Frzrulpn
kaMattan Nunqhorgu^an

or5.o1,
06

P naatolcl,Ar n
IITMAGAIID*XM:g
o xPBllr iPl6cs
Fdllll

I'Ttrg tastT 3AJtl' a2s3, 'l5s!, 23sr1'

(.ainan 1363: P.nyl.ptr PanyusrlEr
RrEantln Paflturrr X,rr, Adtllal
P.oy.brils Sd*d. d- PrnvrJuhzl
Paratl..n Peruidana. Undryo yani
Ballah'lr t eiaian P.nFhllaltr.s
Pemllu

3_600 11.960 13.460 1,1.960 16.Ail 60.a,lo

tulr/tr.f/l{,' l.{r@.t1
l4.ni,Vkot'ta kt 'aoB

E tin'd,,,Udt/ opiti fuum
dot !f,Dyck*im*rqketa
h,*,nt

1_760 5.320 5.a20 6.320 6.420

f@.q,-(t,&,fr| l(,,tBttl)2
Meningl'ot yz ,flatoaon hn
kdpGitos XnWknggomoh

1.U0 3.320 3.820 4.320 1_820 ,5.4@

51.75

7.48

4.222

24_540



s@rfifarioEr larF rrrS
fulfnirykot tfo kuofrrot
peloyotp,, ,.agebl,,n
t *tttE,,tosi fut inlootGi
ht,/*un

,60 3.320 3.820 1.320 4.a20 1s.860

Xadaao lr6a : Padan,, tcru.{t*
Tal(llla d.n SltnUiS r
T.knb/S{pcrvwtuHlL.rsdCk c
ParlcLruaaa-r Pltnlu dan
P.rdEllra P.fillh

69.469 225n 25.O77 27.5T1 30.o11 t7a.Tt1

tut!/ir(.t ar-/t l..rh,tl,
fa,l*sotuoyo Fo*t PAw
Anggoto DPA, DPO, OPAO

Prcdr6i dm OPaO xohs,aten /
Noto

1i.290 2.EO 3.250 3.750 4 250 27.29

fu,'rd,xat1o6.t lortqxt!,2
fa6t sunnyo aE,tm',n fe,,tb
P.milu Lgisbtit, kl,,llu
Ptctl*n fu, w& Pt6i*n
s.rto Pemltulodo

16.721 7 102 8.102 9.10) 10-102 51.132

tur,rfe,b&,(c{Ilrtt,
fatrr ujudnyo Pt6ot ,?Ddiaft<on

25.a05 10.625 11.125 11.625 12.125 71.305

tu'/Xr{futloltFr,ll
l.tscttionyo i^tum6i dor,
p,bl*oti sztlo totk is6i
P.milu d8 kfiilukodo

13.650 2.100 2.@O 3.1N 3.@0 25.050

TOTAL 1.aa4880 2.1..3!l' 2.gJr.7cL 3.08.86r 3,XB-961 12.660,f,J

Rcncono Sl6loa.git KW Xotd footohon rd,/,,n 2(n5-7O19 45



RenEana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun

201'2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan

panduan bagi Komisi Pemilihan Umum dan seluruh unit ker.ia sehingga

konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan'

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi

yang meliputi kebilakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun

mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka keria dan kinerja yang

akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019

merupakan komitmen bersama seluruh elemen KPU Kota Tomohon untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan

kinerja sesuai dengan target yant ditetapkan dalam RPJMN 2015 - 2019'

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan

acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada

kinerja, Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklaniuti

dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kineria dan Penetapan

Kineria bagi masinS-masing unit kerja sehingga implementasi dari target

kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan'

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2015-2019 ini disusun'

semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk 5

(lima) tahun mendatang dapat terwu.iud'

Tomohon, Februari 2015

Komisi Pemilihan Umum
Tomohon
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